
PP 31/1999, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN 
PEMASYARAKATAN 

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 31 TAHUN 1999 (31/1999) 

Tanggal: 19 MEI 1999 (JAKARTA) 

 

Tentang: PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;  

Mengingat:  

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);  

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pema-syarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);  

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);  

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA 
BINAAN PEMASYARAKATAN.  

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan.  

2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien 
Pemasyarakatan.  

3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut *27416 Litmas adalah kegiatan penelitian untuk 
mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.  



4. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.  

5. Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.  

6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan 
Klien di BAPAS.  

7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur 
sekolah atau luar sekolah.  

8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.  

9. Asimilisasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan 
dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.  

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.  

Pasal 2  

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian 
dan kemandirian.  

(2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.  

(3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.  

Pasal 3  

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:  

a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b. kesadaran berbangsa dan bernegara;  
c. intelektual;  
d. sikap dan perilaku;  
e. kesehatan jasmani dan rohani;  
f. kesadaran hukum;  
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;  
h. keterampilan kerja; dan  
i. latihan kerja dan produksi.  

Pasal 4  

*27417 (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh 
Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas : a. Pembina Pemasyarakatan; b. Pengaman 
Pemasyarakatan; dan c. Pembimbing Kemasyarakatan.  



(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS 
menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan.  

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 5  

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri 
dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan 
lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.  

BAB II PEMBINAAN Bagian Pertama Narapidana Pasal 6  

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.  

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib 
mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.  

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana 
untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.  

Pasal 7  

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.  

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap 
awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.  

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.  

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan 
terhadap *27418 pelaksanaan pembinaan.  

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 8  

(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan.  

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.  

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 9  



(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana 
dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari 
masa pidana.  

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:  

a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) 
dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama 
sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.  

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak 
berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang 
bersangkutan.  

Pasal 10  

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: a. masa pengamatan, 
pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; b. perencanaan program pembinaan 
kepribadian dan kemandirian; c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan d. 
penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.  

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. perencanaan 
program pembinaan lanjutan; b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; c. penilaian pelaksanaan 
program pembinaan lanjutan; dan d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.  

*27419 (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi : a. 
perencanaan program integrasi; b. pelaksanaan program integrasi; dan c. pengakhiran pelaksanaan 
pembinaan tahap akhir.  

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang 
Tim Pengamat Pemasyarakatan.  

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.  

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 11  

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.  

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.  

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana 
yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.  

Pasal 12  

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau 
integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus .  

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Umum Pasal 13  



Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas:  

a. Anak Pidana;  
b. Anak Negara; dan  
c. Anak Sipil.  

Pasal 14  

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.  

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan 
program pembinaan.  

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik 
Pemasyarakatan *27420 untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.  

Pasal 15  

(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.  

(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
memerlukan keadaan aman dan tertib.  

(3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.  

Pasal 16  

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan.  

Paragraf 2 Anak Pidana Pasal 17  

(1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.  

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu : a. tahap 
awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.  

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.  

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan 
terhadap pelaksanaan pembinaan.  

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 18  

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.  



Pasal 19  

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:  

a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; *27421 b. 
perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; c. pelaksanaan program pembinaan 
kepribadian dan kemandirian; dan d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.  

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :  

a. perencanaan program pembinaan lanjutan; b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan; c. penilaian 
pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.  

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi : a. 
perencanaan program integrasi; b. pelaksanaan program integrasi; dan c. pengakhiran pelaksanaan 
pembinaan tahap akhir.  

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang 
Tim Pengamat Pemasyarakatan.  

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS 
Anak wajib memperhatikan Litmas.  

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 20  

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.  

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.  

(3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana 
yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.  

Pasal 21  

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau 
integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus .  

Paragraf 3 Anak Negara Pasal 22  

(1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan.  

(2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak 
disediakan sarana dan *27422 prasarana pendidikan.  

Pasal 23  

(1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.  



(2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak 
Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.  

(3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai 
dengan 6 (enam) bulan kedua.  

(4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama 
Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.  

(5) Apabila masa pembinaan:  

a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak 
Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan 
dengan program asimilasi; b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat 
Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, 
pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.  

(6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, 
maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan 
kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun.  

Pasal 24  

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi:  

a. pendidikan agama dan budi pekerti;  
b. pendidikan umum;  
c. pendidikan kepramukaan; dan  
d. latihan keterampilan.  

Pasal 25  

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan 
pendidikan di luar LAPAS Anak.  

Paragraf 4 Anak Sipil Pasal 26  

(1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan *27423 kepentingan pendidikan Anak Sipil 
yang bersangkutan.  

(2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan 
penetapan pengadilan.  

Pasal 27  

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.  

Pasal 28  



Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri 
Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.  

Pasal 29  

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.  

Pasal 30  

(1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau 
orang tua asuhnya.  

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.  

(3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.  

BAB III BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN Pasal 31  

(1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.  

(2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib 
mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.  

(3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien 
untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.  

Pasal 32  

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.  

(2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat 
dengan masyarakat.  

*27424 Pasal 33  

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu : a. tahap awal; b. 
tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.  

(2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.  

(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan 
tahap pelaksanaan pembimbingan.  

(4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 34  



(1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan.  

(2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.  

(3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 35  

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:  

a. Terpidana Bersyarat;  
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti 
menjelang bebas;  
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh 
atau badan sosial;  
d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;  
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau 
walinya;  
f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan  
g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana 
denda.  

Pasal 36  

(1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.  

*27425 (2) BAPAS juga berwenang melaksanakan:  

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban 
sebagai pengasuh dapat dipenuhi; b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil 
yang diasuh.  

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 37  

(1) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana 
denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan 
anak yang bersangkutan kepada BAPAS.  

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.  

(3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim 
Pengawas dan Pengamat setempat.  

(4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh 
BAPAS.  



Pasal 38  

(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara 
yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.  

(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk 
memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan 
dalam proses persidangan pengadilan anak.  

(3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib 
memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.  

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka 
dewasa.  

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 39  

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai 
sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa 
pembimbingan.  

*27426 (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi 
Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa 
pembimbingan.  

(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, 
dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa 
pembimbingan.  

(4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.  

Pasal 40  

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi: a. penerimaan dan pendaftaran Klien; b. pembuatan penelitian 
kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan; c. penyusunan program pembimbingan; d. pelaksanaan 
program pembimbingan; dan e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.  

(2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:  

a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;  
b. pelaksanaan program pembimbingan; dan  
c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.  

(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi: a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir; b. 
pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir; c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan; 
d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian 
pelayanan bimbingan tambahan; dan e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan 
surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.  



Pasal 41  

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya 
sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:  

a. mengulangi melakukan tindak pidana;  
b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;  
c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi 
terpidana bersyarat;  
d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau  
e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.  

*27427 Pasal 42  

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri 
atas usul Kepala BAPAS.  

Pasal 43  

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.  

Pasal 44  

(1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.  

(2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara 
tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.  

(3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, 
maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas 
persetujuan Kepala BAPAS.  

Pasal 45  

(1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing 
Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.  

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. warga negara Indonesia; b. taat dan setia kepada 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. pendidikan 
serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan; e. telah mengikuti pelatihan 
bimbingan dan penyuluhan.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan 
sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN Bagian Pertama Syarat 
Pemindahan Pasal 46  

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh 
Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.  



*27428 (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. ada izin 
pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang; b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan 
c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.  

Pasal 47  

(1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh : a. Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja 
Kantor Wilayah yang bersangkutan; b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar 
wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.  

(2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.  

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 
empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk 
mendapatkan izin pemindahan tertulis.  

Pasal 48  

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk 
kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh 
izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.  

Pasal 49  

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan 
perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit 
umum setempat.  

Pasal 50  

Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan 
keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.  

Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan Pasal 51  

(1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat 
dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.  

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang *27429 membutuhkan waktu bermalam 
dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.  

(3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap 
saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.  

(4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus 
atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.  

Pasal 52  

(1) Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.  



(2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak 
Kepolisian.  

(3) Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.  

(4) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat 
tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.  

(5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya 
harus disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita.  

Pasal 53  

(1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada : a. keluarga 
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan b. Hakim Pengawas dan 
Pengamat Pengadilan Negeri setempat.  

(2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum 
pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang 
bersangkutan.  

Pasal 54  

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.  

BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN Bagian Pertama Narapidana Pasal 55  

(1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:  

a. masa pidananya telah habis; b. memperoleh pembebasan bersyarat; *27430 c. memperoleh cuti 
menjelang bebas; atau d. meninggal dunia.  

(2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, 
kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.  

(3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada 
Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.  

Pasal 56  

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.  

Pasal 57  

(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan 
pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi 
narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh 
BAPAS.  

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang 
tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.  



Pasal 58  

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 
d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.  

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.  

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Anak Pidana Pasal 59  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi 
Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.  

Paragraf 2 Anak Negara Pasal 60  

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:  

*27431 a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;  
b. memperoleh pembebasan bersyarat;  
c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau  
d. meninggal dunia.  

Pasal 61  

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, 
Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat 
keterangan selesai menjalani pembinaan.  

(2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau 
c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.  

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk 
pembimbingan selanjutnya.  

Pasal 62  

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, 
Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau 
ahli warisnya.  

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.  

Paragraf 3 Anak Sipil Pasal 63  

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan:  

a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;  
b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;  
c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau  
d. meninggal dunia.  



Pasal 64  

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b, dan c, 
Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai 
surat keterangan selesai menjalani pembinaan.  

Pasal 65  

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala 
LAPAS Anak *27432 menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli 
warisnya.  

Bagian Ketiga Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Pasal 66  

Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan:  

a. selesai menjalani masa pembimbingan;  
b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau  
c. meninggal dunia.  

Pasal 67  

(1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada 
Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.  

(2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak 
BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, 
dan Departemen Sosial.  

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68  

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan 
dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.  

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 69  

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE  

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA,  

ttd *27433 PROF. DR. H. MULADI, S.H.  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 68  



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 
TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  

UMUM  

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa 
sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga 
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, 
yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tersebut 
diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat 
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman 
sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan 
pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.  

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan 
bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-
pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi :  

a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di 
LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;  
b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur 
ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta 
pembimbingan Klien;  
c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan 
mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi *27434 Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara 
dan Anak Sipil; yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan 
tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum 
yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain 
yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan 
dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.  

PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Cukup jelas  

Pasal 2  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 3  



Cukup jelas  

Pasal 4  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penunjukan wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dimaksud 
agar setiap warga Binaan yang bersangkutan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada 
dalam pembinaan yang berkesinambungan. Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 5  

Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah terkait" adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya 
meliputi bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, 
Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan "Badan-
badan Kemasyarakatan lainnya" misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. 
Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.  

Pasal 6  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) *27435 Yang dimaksud dengan "pengendalian atas kegiatan program 
pembinaan" adalah kegiatan pengawasan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan proses 
pemasyarakatan. Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 7  

Cukup jelas  

Pasal 8  

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana yang dibutuhkan" antara lain: a. dana 
pembinaan; b. perlengkapan ibadah; c. perlengkapan pendidikan; d. perlengkapan bengkel kerja; dan e. 
perlengkapan olah raga dan kesenian. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "klasifikasi LAPAS" adalah 
pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Yang dimaksud dengan "spesifikasi 
LAPAS" adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan 
dan keamanan. Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 9  

Cukup jelas  

Pasal 10  

Cukup jelas  

Pasal 11  

Cukup jelas  

Pasal 12  

Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Narapidana yang 
bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran 



tata tertib LAPAS, dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan "pembinaan khusus" meliputi perlakuan, 
pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.  

Pasal 13  

Cukup jelas  

Pasal 14  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2). Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 15  

*27436 Cukup jelas  

Pasal 16  

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1).  

Pasal 17  

Cukup jelas  

Pasal 18  

Cukup jelas  

Pasal 19  

Cukup jelas  

Pasal 20  

Cukup jelas  

Pasal 21  

Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan Anak Pidana yang 
bersangkutan sering melakukan pelanggaran Tata Tertib LAPAS.  

Pasal 22  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendidikan" adalah sekolah, 
peralatan pendidikan dan tenaga pengajar.  

Pasal 23  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas 
Ayat (6) Tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, disebabkan Anak 
Pidana yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS.  



Pasal 24  

Cukup jelas  

Pasal 25  

Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah Sekolah Dasar dan atau Sekolah Menengah.  

Pasal 26  

Cukup jelas  

Pasal 27  

Cukup jelas  

*27437 Pasal 28 Yang dimaksud dengan sewaktu-waktu adalah apabila alasan-alasan yang 
menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada, atau keberadaan jasmani dan rohani anak 
tersebut tidak mengizinkan berada dalam LAPAS Anak lebih lama.  

Pasal 29  

Cukup jelas  

Pasal 30  

Ayat (1) Besarnya biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil disamakan dengan biaya pendidikan dan 
pembinaan Anak Negara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 31  

Cukup jelas  

Pasal 32  

Cukup jelas  

Pasal 33  

Cukup jelas  

Pasal 34  

Ayat (1) Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1). Ayat (2) Klasifikasi BAPAS adalah pembagian BAPAS 
berdasarkan beban kerja dan tempat kedudukan. Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 35  

Huruf a Yang dimaksud dengan "Terpidana Bersyarat" adalah orang yang dijatuhi pidana tetapi 
pelaksanaan hukumannya tidak dijalani, kecuali jika Terpidana tersebut sebelum habis masa 
percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas permintaan jaksa 



memerintahkan supaya orang tersebut menjalani pidananya. Huruf b Yang dimaksud dengan 
"pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 
(sembilan) bulan. Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah 
Narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan 
jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. *27438 Huruf c Cukup jelas 
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah 
pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap 
perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang 
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Huruf g Yang dimaksud dengan "wajib menjalani latihan 
kerja sebagai pengganti pidana denda" adalah apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti 
dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan lama latihan 
tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.  

Pasal 36  

Cukup jelas  

Pasal 37  

Cukup jelas  

Pasal 38  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud tindak pidana 
tertentu adalah tindak pidana yang pidananya pendek (di bawah satu tahun penjara) dan atau 
pelanggaran lalu lintas. Ayat (5) Cukup jelas  

Pasal 39  

Cukup jelas  

Pasal 40  

Cukup jelas  

Pasal 41  

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan c setelah ada penetapan Hakim Pengadilan 
Negeri atas permintaan jaksa yang menyatakan agar terpidana bersyarat tersebut menjalani pidana di 
LAPAS.  

Pasal 42  

Cukup jelas  

Pasal 43  

Cukup jelas  

*27439 Pasal 44 Cukup jelas  



Pasal 45  

Cukup jelas  

Pasal 46  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksudkan "berkas-berkas pembinaan" 
adalah file Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang memuat penelitian pemasyarakatan, kartu 
pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan proses pembinaan 
yang bersangkutan. Huruf c Cukup jelas  

Pasal 47  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud "keadaan darurat" antara lain terjadi huru hara, bencana 
alam dan sebagainya. Ayat (3) Cukup jelas  

Pasal 48  

Cukup jelas  

Pasal 49  

Cukup jelas  

Pasal 50  

Cukup jelas  

Pasal 51  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud keadaaan tertentu antara lain : "terjadi 
huru hara, bencana alam dan sebagainya". Ayat (4) Cukup jelas  

Pasal 52  

Cukup jelas  

Pasal 53  

Cukup jelas  

Pasal 54  

Cukup jelas  

*27440 Pasal 55 Cukup jelas  

Pasal 56  

Yang dimaksud tempat asalnya adalah tempat dimana perkaranya diputus pada pengadilan tingkat 
pertama.  



Pasal 57  

Cukup jelas  

Pasal 58  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Termasuk dalam pengertian tidak bersedia menerima penyerahan jenazah 
meliputi juga alamat tidak diketahui atau ditemukan, tidak mampu datang untuk mengurus jenazah.  

Pasal 59  

Cukup jelas  

Pasal 60  

Cukup jelas  

Pasal 61  

Cukup jelas  

Pasal 62  

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 58 ayat (2).  

Pasal 63  

Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan alasan tertentu antara lain 
apabila alasan-alasan yang menghendaki pendidikan di LAPAS Anak sudah tidak ada atas permintaan 
orang tua/walinya atau keadaan jasmani dan rohani anak tersebut tidak mengizinkan berada di LAPAS 
Anak lebih lama lagi (dikeluarkan sewaktu-waktu). Huruf d Cukup jelas  

Pasal 64  

Cukup jelas  

Pasal 65  

Cukup jelas  

Pasal 66  

Cukup jelas  

Pasal 67  

Cukup jelas  

*27441 Pasal 68 Cukup jelas  

Pasal 69  



Cukup jelas  
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